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LAPORAN KEGIATAN KOMISI I DPR RI 
DALAM MASA PERSIDANGAN IV TAHUN SIDANG 2020-2021 

TANGGAL 8 MARET –  5 MEI 2021 
(Masa Sidang Mulai Tanggal 8 Maret – 9 April 2021 

dan Masa Reses Mulai Tanggal 10 April – 5 Mei 2021) 

 
Berdasarkan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah juncto Pasal 59 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib menjelaskan tentang tugas Komisi dalam 
bidang pembentukan undang-undang (legislasi), anggaran, dan pengawasan.  
 
Adapun kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV 
Tahun Sidang 2020-2021 adalah sebagai berikut: 
 
I. FUNGSI LEGISLASI 

 
A. RUU Usul Inisiatif Prioritas Komisi I DPR RI Tahun 2021 

 
RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang 
Penyiaran (RUU Penyiaran) 
 
Sehubungan dengan baru ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dalam 
Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 Maret 2021, yang salah satunya adalah RUU 
Penyiaran, maka Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-
2021 belum melaksanakan penyusunan terhadap RUU Penyiaran dan Komisi I DPR RI 
merencanakan akan memulai penyusunan terhadap RUU Penyiaran pada MP V TS 
2020-2021. 
 

B. RUU Usul Inisiatif Prioritas Pemerintah Tahun 2021 
 

RUU tentang Pelindungan Data Pribadi (RUU PDP) 
 
Sehubungan dengan baru ditetapkannya Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 dalam 
Rapat Paripurna DPR RI tanggal 23 Maret 2021, yang salah satunya adalah RUU 
PDP, maka pada tanggal: 
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1. 5 April 2021, Komisi I DPR RI telah mengadakan RDPU dengan Dr. Edmon 
Makarim dalam rangka mendapatkan masukan terkait dengan pelindungan data 
pribadi secara umum dan agregasi data. 

2. 6 dan 7 April 2021, Rapat Intern Panja Pembahasan RUU PDP dalam rangka 
menyusun persiapan materi Rapat RUU PDP. 

3. 6 dan 8 April 2021, Panja Pembahasan RUU PDP Komisi I DPR RI telah mulai 
melaksanakan Rapat dengan Tim Panja Pemerintah dalam rangka melanjutkan 
pembahasan materi RUU PDP.  
 
 

II. FUNGSI ANGGARAN 
 
Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, Komisi I DPR RI tidak 
melaksanakan Rapat Anggaran, karena tidak adanya penjadwalan Rapat Anggaran oleh 
Badan Anggaran DPR RI. 

 
 
III. FUNGSI PENGAWASAN 

 
Terkait dengan fungsi pengawasan, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 
Komisi I DPR RI telah melaksanakan: 
 
A. Raker/RDP dengan Mitra Kerja Komisi I DPR RI dalam rangka pengawasan, yaitu: 

 
1. RDP Komisi I DPR RI dengan Ketua LSF dan Dirut Perum LKBN Antara pada 

tanggal 16 Maret 2021 dalam rangka membahas: 
a. LSF 

1) Evaluasi pencapaian kinerja LSF Tahun 2020; 
2) Program kerja  Tahun 2021; 
3) Isu-isu aktual: 

a) Pedoman dan Kriteria Perfilman di Masa Pandemi Covid-19; 
b) Perkembangan Efektifitas Budaya Sensor Mandiri dan Sosialisasinya; 
c) Kajian dan Peran Strategi LSF terhadap Karya Film sebagai Alat 

Penetrasi Budaya untuk Menjaga Jatidiri, Karakter dan Ketahanan 
Bangsa 

 
b. Perum LKBN Antara 

1) Upaya strategis Perum LKBN Antara dalam penguatan pemberitaan di 
dalam maupun luar Negeri selama Masa Pandemi Covid-19; 

2) Laporan perkembangan penguatan Kelembagaan Perum LKBN Antara 
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 Dalam RDP tersebut, disepakati kesimpulan sebagai berikut: 
a. Komisi I DPR RI telah mendengarkan penjelasan Ketua LSF dan Dirut Perum 

LKBN Antara terkait: 
1) Evaluasi pencapaian kinerja TA 2020; 
2) Rencana program kerja; dan, 
3) Isu-isu aktual terkait. 
Sehubungan dengan penjelasan tersebut, Komisi I DPR RI mengapresiasi 
capaian kinerja LSF dan Perum LKBN Antara TA 2020 dan mendorong agar 
pencapaian kinerja tersebut terus ditingkatkan di Tahun 2021. 

 
b. Komisi I DPR RI mendorong LSF dan Perum LKBN Antara, melakukan hal-hal 

sebagai berikut:  
1) LSF 

a) Peningkatan sosialisasi budaya sensor mandiri dalam membangun 
kemandirian dan kesadaran masyarakat secara bersama turut 
berkontribusi dalam memilah dan memilih tontonan sesuai klasifikasi 
usia.  

b) Peningkatan peran strategis dalam penguatan budaya, rasa 
nasionalisme sehingga menjaga jati diri, karakter dan ketahanan 
bangsa. 

2) Perum LKBN Antara 
a) Peningkatan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga terkait 

penanganan pandemi covid-19, khususnya program vaksinasi covid-
19 nasional. 

b) Peningkatan tanggungjawab untuk memastikan informasi berita 
nasional secara berimbang, tepat dan akurat khususnya untuk media 
luar negeri.  

c) Penguatan National Newsroom sebagai upaya forum bersama LKBN 
Antara, LPP RRI dan LPP TVRI untuk agenda setting konten 
pemberitaan kenegaraan dan pemerintahan serta agenda publik 
dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

 
Selanjutnya, Komisi I DPR RI mendukung langkah LSF dan Perum LKBN 
Antara agar dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi masing-masing 
secara optimal dan berkelanjutan pada TA 2021. 
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2. Raker Komisi I DPR RI dengan Menkominfo pada tanggal 7 April 2021 dalam 
rangka mendapatkan penjelasan mengenai tata Kelola 5G dan masa Keanggotaan 
Dewas LPP RRI Periode 2016-2021. Dalam Raker tersebut telah disepakati 
kesimpulan bahwa Komisi I DPR RI: 
1. Mendukung langkah Kemkominfo untuk menyiapkan kebijakan pendukung 5G 

secara komprehensif mencakup aspek: regulasi, spektrum frekuensi radio, 
infrastruktur, serta aspek   perangkat, ekosistem, talenta digital, sehingga 
teknologi 5G mampu memberikan manfaat optimal kepada masyarakat dan 
menumbuhkan sektor ekonomi digital di Indonesia. Selain hal tersebut, Komisi I 
DPR RI juga mendukung dan meminta Kemkominfo untuk melakukan 
analisis/kajian kebijakan penerapan 5G guna menimimalkan dampak 
negatifnya.  

2. Meminta Kemkominfo agar tata kelola 5G mampu menciptakan peluang potensi 
dalam negeri secara optimal, bersinergi dengan program percepatan 
transformasi digital dan menyiapkan roadmap digitalisasi dan pelaksanaan 
migrasi ASO tepat waktu pada November 2022.  

3. Meminta Kemkominfo untuk meneruskan kerjasama dengan Instansi 
Pemerintah pusat, pemerintah daerah dan sektor industri serta berbagai pihak 
terkait teknologi 5G sehingga tercipta sinergitas. Sejalan dengan itu, Komisi I 
DPR RI meminta Kemkominfo untuk secara berkesinambungan melakukan 
program literasi digital sehingga masyarakat dapat melakukan pemanfaatan 
teknologi dengan baik.  

 
Dalam Raker tersebut Menkominfo juga telah menjelaskan bahwa sehubungan 
dengan berakhirnya masa keanggotaan Dewas LPP RRI Periode 2016-2021 
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tanggal 4 April 2021, Presiden telah mengeluarkan Keppres Perpanjangan Masa 
Keanggotaan Dewas LPP RRI Periode 2016-2021 sampai dengan ditetapkannya 
Keppres tentang Pengangkatan Anggota Dewas LPP RRI Periode 2021-2026. 

 

                

 
 

B. Panja Pengawasan Komisi I DPR RI 
 

1. Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, Panja Pengawasan Komisi I 
DPR RI, yaitu: 
a. Panja Alutsista TNI 
b. Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid-19  
c. Panja Diplomasi Luar Negeri terkait Penanggulangan Covid-19  
d. Panja Keamanan Laut 
telah melaksanakan Rapat Intern dalam rangka membahas rencana kegiatan Panja. 

 
2. Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, Panja Alutsista TNI telah 

melaksanakan: 
a. RDP Panja Alutsista TNI Komisi I DPR RI dengan Dirjen Renhan Kemhan, 

Asrenum Panglima TNI, Asrena KASAD, Asrena KASAL, dan Asrena KASAU 
pada tanggal 22 Maret 2021 dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai: 
1) Rencana dan pengadaan program Alutsista Rencana MEF Tahap III (2020-

2024); 
2) Skema Pembiayaan Pengadaan Alutsista Renstra MEF Tahap III (2020-

2024); 
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3) Pelibatan industri pertahanan dalam negeri dalam pengadaan Alutsista TNI 
Renstra MEF Tahap III (2020-2024). 

 
b. RDP Panja Alutsista TNI Komisi I DPR RI dengan Kepala BAIS TNI pada 

tanggal 29 Maret 2021 dalam rangka mendapatkan penjelasan mengenai 
lingkungan strategis pertahanan dan keamanan ASEAN, Asia, dan Dunia. 

 
3.  Pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, Panja Dukungan Internet 

dalam Masa Pandemi Covid-19 telah melaksanakan RDPU dengan Dirut PT. 
Telkomsel, Dirut PT. Indosat, dan Dirut PT. XL Axiata pada tanggal 23 Maret 2021, 
dengan catatan sebagai berikut: 
a. Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid 19 Komisi I DPR RI telah 

mendengarkan penjelasan dan memberikan apresiasi kepada  PT Telkomsel,  
PT Indosat, PT XL Axiata terkait dengan pembangunan insfrastruktur 
telomunikasi dan jangkauan layanan akses internet serta program peningkatan 
kualitas layanan internet.  

b. Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid 19  Komisi I DPR RI 
mendorong PT Telkomsel, PT Indosat, dan PT XL Axiata untuk terus 
meningkatkan dukungan kepada masyarakat dalam: 
1) menyediakan layanan akses internet secara optimal  dan  merata di seluruh 

NKRI  
2) memaksimalkan layanan data sehingga terjangkau oleh seluruh lapisan 

masyarakat khususnya pembelajaran jarak jauh dan pelayanan UMKM.  
c. Panja Dukungan Internet dalam Masa Pandemi Covid 19  Komisi I DPR RI 

mendorong PT Telkomsel, PT Indosat, dan PT XL Axiata meningkatkan 
Kerjasama dengan Kemenkominfo dalam pembangunan infrastruktur 
telekomunikasi sehingga meminimalkan blankspot di Indonesia.  

d. Terkait saran dan masukan dari PT Telkomsel, PT Indosat dan PT XL Axiata, 
Panja Dukungan Internet pada Masa Pandemi Covid 19  Komisi I DPR RI akan 
menjadikannya sebagai bahan di dalam Pembahasan Panja, termasuk 
mengenai percepatan pembangunan infrastruktur dan network sharing.  

 
C. Kunker Spesifik Komisi I DPR RI 

 
Disamping melaksanakan Rapat-rapat bersama Mitra Kerja Komisi I DPR RI, untuk 
mengetahui kondisi faktual terhadap hal-hal yang berkaitan dengan bidang tugas 
Komisi I DPR RI, pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021 Komisi I DPR RI 
telah melaksanakan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi:  
1. Jawa Timur (Surabaya) pada tanggal 16-17 Maret 2021 dalam rangka serah terima 

Kapal Selam Alugoro 405 
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2. Jawa Timur (Madiun) pada tanggal 18 – 20 Maret 2021 dalam rangka mengetahui 
kesiapan alutsista, sarana dan prasarana, serta pemenuhan kesejahteraan Prajurit 
pada Satuan Jajaran Lanud Iswahyudi dan permasalahan yang dihadapi dalam 
melaksanakan Tugas Pokok TNI.  

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. DI Yogyakarta pada tanggal 18 – 20 Maret 2021 dalam rangka mengetahui 
kesiapan alutsista, sarana dan prasarana, serta pemenuhan kesejahteraan prajurit 
pada satuan jajaran Korem 072/Pamungkas, serta permasalahan yang dihadapi 
dalam melaksanakan tugas pokok TNI. 
 

4. Bangka Belitung (Pangkal Pinang) pada tanggal 24 – 26 Maret 2021 dalam rangka 
mengetahui kesiapan alutsista, sarana dan prasarana, serta pemenuhan 
kesejahteraan Prajurit pada satuan jajaran Korem 045/Garuda Jaya Pangkal 
Pinang dan permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan tugas pokok TNI. 



8 
 

            

 

 

 
5. Riau (Pekanbaru) pada tanggal 24 – 26 Maret 2021 dalam rangka mengetahui 

kesiapan alutsista, sarana dan prasarana, serta pemenuhan Kesejahteraan Prajurit 
pada Satuan Jajaran Lanud Roemin Nurjadin dan permasalahan yang dihadapi 
dalam melaksanakan Tugas Pokok TNI. 
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6. Sumatera Selatan (Palembang) pada tanggal 26 – 28 Maret 2021 dalam rangka 
mendapatkan data tentang jangkauan siaran RRI berbasis wilayah dan penduduk, 
sejauhmana siaran muatan konten lokal yang dapat menampung dan melayani 
aspirasi/aktualisasi wilayah, sejauhmana persiapan RRI Palembang terkait 
digitalisasi penyiaran dalam menyiapkan program, SDM, dan kanalnya, serta 
bagaimana format dan mekanisme keterlibatan masyarakat dalam perencanaan 
dan evaluasi program RRI Palembang. 
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7. Jawa Tengah (Solo) pada tanggal 29-30 Maret 2021 dalam rangka kegiatan literasi 
Sejuta Pemirsa  
 

8. Jawa Timur (Surabaya) pada tanggal 30 Maret – 1 April 2021 dalam rangka 
mengetahui kesiapan alutsista, sarana dan prasarana, serta pemenuhan 
kesejahteraan Prajurit pada Satuan Jajaran Brigif 2/Marinir dan permasalahan yang 
dihadapi dalam melaksanakan Tugas Pokok TNI. 

 

   

 
 

 
 

9. Bali pada tanggal 1 – 3 April 2021 dalam rangka mengetahui kesiapan Kodam 
IX/Udayana dalam mendukung penanganan Covid-19, pengamanan distribusi 
vaksin, dan pengamanan vaksinasi di Provinsi Bali. 
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10. Papua Barat (Sorong) pada tanggal 1 – 4 April 2021 dalam rangka mengetahui 
Opsin perkembangan, dampak, tantangan, dan harapan terhadap dana Otsus 
Papua Barat, dan deteksi serta cegah dini terhadap gangguan keamanan yang 
mengancam stabilitas keamanan di Papua Barat.  
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D. Kunker Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021 
 

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja Mitra Kerja Komisi I 
DPR RI di daerah, pada Reses Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2020-2021, yaitu: 
1. Pada tanggal 10 – 13 April 2021, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunker 

Reses ke Provinsi: 
a. Jawa Barat (Bogor) 

 

 

         
Foto: Pertemuan dengan Danlanud Atang Sanjaya 
 

b. Banten (Tangerang Selatan)  
 

           
Foto: Pertemuan dengan Danyon Arhanud 1/Rajawali 
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2. Pada tanggal 12 – 15 April 2021, Komisi I DPR RI telah melaksanakan Kunker 
Reses ke Provinsi Jawa Barat (Bandung)  
 

                 

 
Foto: Pertemuan dengan Danyon Kavaleri 4/ Kijang Cakti. 
 
 

IV. PENUTUP 
 
Demikian Laporan Kegiatan Komisi I DPR RI pada Masa Persidangan IV Tahun Sidang 
2020-2021. 
 
  

Jakarta, 16 April 2021 
KABAGSET. KOMISI I DPR RI, 

 
 

SARTOMO, S.S., M.Si. 
NIP. 196808111996031001 

 
 

 
                       

 
 


